BAB. 111

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang
menelantarkan anaknya di dalam rumah tangga yang didapat dari
penelitian adalah diadili di pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman
baik oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi maupun

Mahkamah Agung adalah berupa pidana penjara atau pidana kurungan

dan/atau pidana denda. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Hakim

karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam-menangani anak yang menjadi
korban penelantaran orang tuanya, yakni sebagai berikut :

a) Perlindungan dari ibu; kebanyakan kasus penelantaran dilakukan oleh
ayah, sehingga anak untuk selanjutnya dinafkahi, dirawat atau
dipelihara oleh ibunya.

b) Perlindungan dari keluarga dekat; anak kemudian diasuh oleh keluarga
dekat orang tuanya.

¢) Perlindungan dari Dinas Sosial; anak dirawat dan dipelihara oleh dinas
sosial sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, yang dilakukan

dengan cara memberikan bekal keterampilan, pembinaan rohani,
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perawatan dari psikolog untuk menghilangkan trauma oleh karena

orang tuanya dan untuk kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat.

3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum
efektif dalam menangani kasus penelantaran anak di dalam rumah tangga,
mengingat belum memberikan efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dapat
dilihat dari jumlah penelantaran anak yang semakin meningkat setiap

tahunnya.

B. SARAN

Aturan-aturan yang tersebut di atas belum memberikan efek jera bagi
pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh orang tuanya di dalam rumah
tangga. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa data yang telah di dapat oleh
penulis mengenai_jumlah.tindak pidana penelantaran anak, yang dari tahun ke
tahunnya cenderung meningkat. Perlu adanya pembaharuan di bidang legislasi
berupa pembentukan peraturan perundang-undangan baru, untuk menuntaskan
masalah penelantaran anak. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai kontrol
sosial dalam penuntasan masalah penelantaran anak juga diperlukan, apabila
pembaharuan di bidang legislasi yaitu berupa pembentukan peraturan
perundang-undangan baru belum dapat terealisasi.

Bentuk perlindungan hukum mengenai penanganan anak korban
penelantaran oleh orang tua perlu lebih dioptimalkan lagi dan ditanggani
dengan lebih cepat, agar penderitaan yang dialami oleh anak tersebut tidak

berlarut-larut dan tidak menimbulkan efek yang lebih dalam lagi terhadap
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psikologis anak. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas
Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah, LSM dan masyarakat dalam
mengupayakan perlindungan terhadap anak korban penelantaran oleh orang
tua.

Dengan penanganan yang lebih baik lagi, dalam penindakan pelaku
maupun dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban, diharapkan anak-
anak dapat terhindarkan dari tindakan pidana penelantaran oleh orang tuanya.
Selain itu, diharapkan pula kesejahteraan anak-anak di negara ini dapat lebih
ditingkatkan lagi, sebab kesejahteraan anak akan membawa negara Kita

kepada pemerintahan yang baik dan kemakmuran bagi negara kita ini.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Komplaks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN [ IJIN
MNomaor : 0T 5877

Mambaca Sural - Dekan Fak. Hukem UAJ Yi Nomor nE4an
Tanggal Surat © 5 Okiober 2070 Perihal ljin Penalitan

Mangingat : 1. PmumrhthmmHTﬂmmmPﬂwa«nmmﬁthg
L-mm Wmm.mummmmmm
Maolakukan Kegiatan Penedtian dan di Indonesia;

2. Poraturan Meniarl Dalam Meged Momor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman
Panelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departermen Datam Neges dan Pemerntahan Daerah;
3, Peraturan Gubarmur Dasrah wwmmmm tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan

Dsarah.

4, Peraturan Gubemur Daerah Islimewa Yogyakarta Momor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Perijinan, Rakomandasi Pelaksanaan Surved, Penelittan, Pendataan, Fengembangan,
Pangkajian, dan Studi Lapangan di Dasrah Istimewa Yogyakarta

DHJINKAN untuk melakukan kegiatan survelipeneliian/pendaiaan/pangembangan/pengkajian/studi lapangan *}

kepada :

Narma ! DOROTHY KRISTIAWANI NIPHIM @ 05421

Alumat FJi Mrican baru 28 Yogyakara

el | PERTANGGUNGIAWABAN HUKUM ORANG TUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM
RLMAH TARGGH

Lokasi :  Hab. Seman dan Kota Yogyakara

Walkiu : 3 (tiga) Bulan Mulai tanggal : 11 Okiober 2010 s/d 11 Januan 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan sural keteranganfjin survedpenaliian/pendalaanipenpembangan/pengkajianistudi lapangan *)
dar Pemerntah Provinsl DIY kepada BupatiWalikola melalul institusi yang berwenang mengeluarkan iin

dirmaksd;

Menyerahkan soffeepy hasil penalitianmya kepada Gubsmur Daerah lsiimewa Yogyakarta melalul Bimo

Adrministrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY datam compect disk (COJ dan menunjuklkan catakan asll yang

sudah dizahkan dan dibubuhi cap institusi:

§jin inl hanya dipergunakan untuk km iimiah, dan pamegang §in wajib mentaatl ketentuan yang barlaku di

lekeasi keglatan;

4. §jin penalitan dapat diparpanjang dengan mengajukan swral ind kemball sebelum berakhir wakiunya;

§.  ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewakiu-wakiu apabila pemegang fjin Ini tidak mamanuhi ketantuan yang
barfaku,

o

L

Diikahuarkan di ..' Ymr 2610
An. Sekrelaris Diaerah

Tembusan daampaikan kepada Yih.
1. Gubamur Daarah Istimewa Yogyakaria (sebdgai laporan);
2 Bupay Sieman Cq. Ka Bappeda
3. Walikota Yogyakana Cg. Ka. Dinas Parijinan
4 Ka Kantor Kemantenan Hukum dan HAM Provinsi DIY
5 Dekan Fak Hukum UAJ Y
8 Yang bersanghutan




Mengingat

Diljinkan Kepada

LokasiResponden
Wkt

Lampiran

Dangan Ketentusn

rnmﬁ.lrm
Tanda tangan pada Tanggal © 12-10=2010

MEm
DOROTH WANI

Tembusan Kepada :
Yeh 1. Walkota Yogyakara(sebagal laporan)
2 Ka Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY

3. Ka Pengaddan Neger Yogyakarta

4. Ybs.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN
JI. Kenani No. 58 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515665, 515856, 562082

EMAIL : perizinani@ijogja.go i EMAIL INTRANET : perizinan@intra jooia go.id

SURAT IZIN .
NOMOR - O70IED
622114

. Surst ixin | Rekomendasl dan Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakana

Nomor - OTVS87TA Tanggal 11102010

. 1. Peraturan Daarah Kota Yogyakaria Momor 10 Tahun 2008 tantang Pembantukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

2. Peraturan Waliketa Yogyakarta Momor 85 Tahun 2008 tentang Fungss, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walkota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta,

4, Peraluran Walbkota Yogyakarta Momor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Lzin Peneltian,
Prakisk Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakara;

5, Kepulusan Gubemur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor, 381, 202004 tentang Pemberian
izin R dasi Penelitinn/PendataanSurvel/HKN/PEL di Dasrah ksimewa Yogyakarta.

¢ Mama - DOROTHY KRISTIAWANI MO MHS / MIM - 05 05 00421

Pakerjaan Mahasiswa Fak, Hukum - LIAJY
Alamat Ji. Mrican Baru No, 28 Yogyakata

Penanggungjawab - St Harum Pudjiarto, SH., M. Hum

Keperiuan Melakukan Penelian dengan judul Proposal -
PERTANGGUMGIAWABAN HUKUM TERHADAP CRANG TUA
YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM RUMAH
TANGGA

: Kota Yogyakana
P 0BMQ2010 Sampal 09012011
! Proposal dan Daftar Pefanyaan

1. Wajb Mamberi Laporan hasil Peneftian kepada Walikota Yogyakans
{Cq. Dinas Perzinan Kola Yogyakarta)
2. Wik Menjaga Tata tentib dan mentaati ketentuan-Ketentuan yang baraky setempat
3, lzin ind bdak disalahgunakan unbuk fujuan tenentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemarintah dan hanya diperiukan untuk keperluan iimiah
4, Sural kin Ini sewalkiu-wakiu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinga
kntentuan -kalentuan lersebut dialas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat member
bantuan seperiunya

Dikehsarkan di Y

4g Dinas Perizinan




PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NOL 10 TELP/FAX. S86563
Email: pn.yogynidgmail.comsitus : www, pn-yogyakota.go.id
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 59 KetX/2010/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan MNegeri Yogyakaria
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

DOROTHY KRISTIAWANI

MNomor Mahasiswa 06 05 09421

Fakultas Hukum

Perguruan Tinggi UNIVERSITAS ATMA JAYA
Anghkatan Tahun 2006

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari
tanggal 13 Okotober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 untuk
menyusun Skripsi yang berjudul:

* PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA YANG
MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM
RUMAH TANGGA *

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2010
Pengadilan Negeri Yogyakarta

AWATI, 5.H.
11984 03 2 002




PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( BAPPEDA )
Alamat ), Parasamya No. | Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800, E-mail : bappedai@slemankab.go.id

TIZIN
Nomior - 07.0/ Bappedal 2264 / 2010

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar . Keputusan Bupati Skeman Momor 55 Kep KDH/AZ003 tentang Fzin Kuliah Kerja
Nyats, Prakick Kerja Lapangan dan Penclition.
Menunjuk :  Surm dari Bappedn Propinsi Dacrsh stimewa Yogyokartn Nomor: 07059772010
Tanggal: 11 Oktober 2010, Hal : lzin Penclitinn.
MENGIZINKAN :
Kepada 1
M ¢ DOROTHY KRISTIAWANI
Mo, Mha™NIMNIPNIK o 09421
Program/ Tingkst : 8
Instansi’ Perguruan Tingei + UAJ Yopyakana
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi ¢ JI. Mrican Baru 28 Yogvakorta
Alnmat Rumah : I Ampel Mo, 14 C Papringan Yogyakaria
No. Telp/ Hp : ORTTT02R6200
Uniuk ¢ Mengadakan Penelitian dengan judul:
YPERTANGGUNGIAWABAN HUKUM TERHADAP ORANG
TUA YANG MENELANTARKAN ANAKNYA DI DALAM
RUMAH TANGGA”
Loknsi : Kab, Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 11 Okiober 2010 il

11 Junmuari 2001,

Dengan ketentuan schagai berikot :

I Wajib melaper divi kepada pejabat pemerintich setempat (Canwn’ Luval Desa) afeu kepoli insionst itk
mendapar pelifuk seperiumpa

Wajil menjaga tote lertib dr mentaali ketentiumn-ketentuoan setempar yeg beriako,

Tzt dind elapent efibentautien seweken-wikiu apabile tidak diperuhl ketenmn-keemtuan of afa

Wajih semvampatkan laporan basil penelitian beruper | (satw) CO fornwn POF  kepada Bupati diserafian
melaini Kepala Bappeda,

5 fein ticheok ofivesleafrumakan stk kepentingan-kepentingen df Qe yang direkomenda fban.

e Baw Bk

Demikian fzin ini dikeluarkan untuk digunakan schagaimana mestinyn, diharapkan pefabal pemerintabh/
pon pemmerintah selempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelaly selesni pelaksanaon penelitian Saudara wajib menyampaikon laporan kepada kami 1 (satu) balan
sctelnh berakhimya penelitian,
Dikeluprkan di  : Sleman

Pada Tanggal _; 20 Oktober 2010
Tembusan Kepada Yih : Acn. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
. Bupati Sleman (sebagai laporan) Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
2. Ka. Badan Keshbanglinmas & PB Kab. Sleman u.b.
3. Ka. Pengadilan Megeri Kab, Sleman Ka. Sub Bid. Lithang
4

Ka. Badan KB, Pemberdayaan Perempunn & Perlindungan =
Anak Kab, Skeman
Ka. Bag, Hukum Setdn Kab. Slemnn —

5.

" 11

g. E:-:Fn Fu:u Hukum-UAJ Yogynkarta SHINURHIDAYAH, 5.5, MT
INgEa Penata Tk, 1, 1Id

NIP. 19670703 199603 2 002



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jdatan, Merapl Baran Sleman 556511 Telp/Fas: 0274.888401
E-mail:prsleman @& yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com
Dan WWW.PN-Sleman, net

SURATKETERANGAN

Mo W13.U2- 94 41 -KUM.07.10.2010.

Fami, Fanitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa
Mahasiswa vang bernama

DOROTHY KRISTIAWANI
Mo, Mahasiswa D605 0M42]
Fakiltas : Hukum
Progoram Studi |
Liniversitas . Umiversitas Atma Java Yogyvakarta

Angkatan Tabun  : 2006

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Megeri Sleman dari tanggal
21 Okiober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 untuk
menyusun Skripsinva vang berjudul:

* PERTANGGUNGIAWABAN HUKUM TFRHADAP ORANG TUA
YANG MENCLANTARKAN ANAKNYA DI DALAM RUMAH TANGGA ~

Dengan Catatan : BATK,
Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sleman, 15 Desember 2010

Panitera )/ Sekretaris
] an Megerl Sleman




